SALINAN

HTTF

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
UNTUK PEMAKAIJAN TEMPAT BERJUALAN DI LINGKUNGAN PASAR RAKYAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan

perekonomian, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi
pemakaian kekayaan daerah untuk pemakaian tempat berjualan
di lingkungan pasar rakyat;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dimana tarif
retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah untuk Pemakaian Tempat Berjualan di Lingkungan
Pasar Rakyat;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Samarinda Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Samarinda Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK PEMAKAIAN
TEMPAT BERJUALAN DI LINGKUNGAN PASAR RAKYAT.

Pasal 1

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pemakaian
tempat berjualan di lingkungan pasar rakyat ditetapkan sebagai berikut:

, p ,
Lokasi Pasar |Jenis Fasilitas Lantz‘l??f pf;nr_::lai (;"Iu pllj;.)tai I Keterangan
Kelas I Petak/Kios 15.000 12.500 10.000 | sewa/bulan/m?

Los 12.500 10.000 10.000 | sewa/bulan/m?
Kelas 1II Petak/Kios 20.000 17.000 15.000 | sewa/bulan/petak
Los 18.000 15.000 12.000 | sewa/bulan/petak
Kelas III Petak/Kios 18.000 15.000 12.000 | sewa/bulan/petak
Los 15.000 12.000 10.000 | sewa/bulan/los
Keterangan:

- Tarif sewa tidak termasuk biaya listrik petak/kios/los.

- Untuk petak/kios/los yang sudah digunakan sebelum Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha diundangkan, maka berlaku tarif Retribusi sebesar
50% (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku dalam Peraturan Wali Kota ini.



- Klasifikasi kelas Pasar sebagai berikut:

»Pasar Kelas I : meliputi Pasar Segiri dan Pasar Pagi yang sarana dan prasarana
secara keseluruhan dibiayai oleh Pemerintah Kota Samarinda.

» Pasar Kelas II : meliputi Pasar Sungai Dama, Pasar Merdeka, Pasar Citra Niaga,
Pasar Baqa, Pasar Palaran, Pasar [jabah, Pasar Kedondong,
Pasar Kemuning yang sarana dan prasarana secara keseluruhan
dibiayai oleh Pemerintah Kota Samarinda.

» Pasar Kelas III : meliputi pasar selain pasar yang termasuk Kelas [ dan Kelas II
yang sarana dan prasarana secara keseluruhan dibiayai oleh
Pemerintah Kota Samarinda.

Pasal 2
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 06 Juni 2022
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 06 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR: 334

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagign Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19681>119 198803 1 002




